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ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang  Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota; 
 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat 
tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat Dicetak Oleh 
Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 
Pemilihan Tahun 2020. 
 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini 
adalah : 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang  Kampanye 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1067); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
320), sebagaimana telah diubah Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana 
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah beberapa kali 



diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 
Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam 
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 
Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Pasaman Barat Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
123/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon 
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020; Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang 
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020; 
 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 129/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-
Kab/IX/2020 ini diatur tentang : 
1. Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh 

Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 
Tahun 2020 paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal 
alat peraga kampanye yang fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Pasaman 
Barat. 

2. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk ukuran, jenis dan 
jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon. 

3. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampaye ditentukan berdasarkan Surat 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat Nomor: 124/PL.02.4-
Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat 
Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 
2020. 

4. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di tempat Ibadah 
termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung 
milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 

5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau 
kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik 
peseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut. 

 
CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 25 

September  2020. 
 

 
 
 
 

 


